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Abstrak

Penelitian ink menganalizis perband ingan sistem manajermen pegawai negeri sipil antara Indonesia dan Jepang
dengan fokus pada tiga dimensi kelembagaan pengelols kepegawaian, rekrutmen berbazis merit, dan strukior
remunerasi. Studi i memgg_-una]un P::ndeka.h.n kuﬂ]i.'lz'l:if-kmpmn‘l:i:f berbasiz analisis dokomen l'eg:l.liam'.
laporan resmd, dan Hkratur akademik mengenai manajemen aparatur df kedvua negara. Data dianalisis melalul
reduksi dﬂkumm.aengelnmpnk.an fematik, perbandingan antarmegara, dan interpretasi berdasarkan teor
kelemnbagaan serta reformasi administrasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jepang memiliki cisem
kepegawaian yang lebih terkonsolidast melalul National Personimel Authority yang berperan sebagai lembaga
nietral dan mdependen dalam menjaga keadikan administrasi personel, rekrubmen Kempetibf, dan penyeaiaian
kondisi kema pegawai negeri. Sebaliknya, Indonesia telah memperko at basis hukum reformast AS N meladoi LU
Mo 20 Tahum 2023, tetapd masih menghadapi lantangan dalaim konsistensi implementasi sistem merit,
penguatan otoritas kelembagaan, dan pengaitan remuonerasi dengan beban jabatan serta kinerja individual.
Kebaruan penelitian ind terletak pada integrasi dimensi kelembagaan, meritokrasi, dan remumerasi dalam satu
kerangka komparatif untuk menjelaskan hubungan antara desain kelembagaan dan profesionali=me birokrasi,
Studi ini merekomendasikan penguatan oloritas feknokratis lembaga kepegawaian, penyempurnaan seleksi
berbasis kompetensi, dan pengemnbangan remunerasi berbasis survel pasar serta evaluasi Kinerja yang objektif,

Kata Kunci: Managpmen Kepegawaian; Eeformasi Birokrasi; Remunerasi; Sistem Merit; Stdi Komparatif.

Abstract

Ths shidy compares cloil serpice mggenrent systenrs o Inforresie wnd upoy by oewsing on frree disgension s personmed
smanagericitd insfitutioes, meril-besed recruiiment, and reranerabion steichres. Happlies a qualitotive comparative design
deviend cur locarsicent anlysds of reguladions, offfcial reports, e wordemie ltrraturs on purblic persovrel sunmgemerd i bobi
conerbries,. The dote were mmiyzed Browghe docerment rediclion, Nowole cesfation, cos-conniry aompariso, o
irtlerpretation using dnstitetionel Meeomy wad paldic edministeetion reforue perspectioes. The findings fndiante ol Jimpan
b o oy comsolichefed el seronee sysferr Bavngl He Nobonel Persoinel Aulliority, africh Roredions a5 o rectral erd
independent inshinbor in sfeenarding firness in persomnel advrimisteation, competitior recriibmend, and appropale
arorkiny coridibions for medtonl pablic eriplopees. fndoriesd fis strenethened B fegal bisis of cfoll serpice reform Birongl
Lawe:No. 20°0f 2023, yel it sRli faces challenges in consstently |'.|r1pkr|'.!.t'.r:|!|'}:|e il sy slem, sirenghening fskinifronal
ﬂ:.lﬂn'.rr.l't],l, veraid I'in.kjng renrd pernbimn o ‘rr.IFr u.ﬂ.h'l'lulr.rjty il iy pqﬁ:rmnt Tiee :b.‘.ﬁd.l':y q-'.lhig !:h.rd'y fiee din
irefermrhing PRt design menfocheae ard peraneraiion fado 0 sigle comparriien framceerd o explain the
refebicarship betaveen cinll sorpice gosemmnee e roricratic professionalisoe, The sty recoinmends stremetiening the
fechrocralie oty of personel frsfrbifons, puprortay compelenoy-sed recrsaborent, and deeefoping revimenehin
siystengs based on fabar narked sirves and obiectioe performance epaliation

Keyeoards; Ciod Service Manegemerly Bureaycratic Refornn Beourmenetio g Merif Sysom; Conparative Shidy,

PFENDAHULLUAN
Pengelolaan sumber daya manusia aparatur
yil negara meropakan  fondasi  penting bag
rasi  yang profesional, responsif, dan
berarientasi pada pelayanan publik. Karerna th,
reformast manajemen aparatur perle mencakup

prnataan kelembagaan, penerapan sistem merit,
pengembangan kompetensi, penguburan kinera,
dan desain remunerasi vang adil (Dvasaet al., 2021).

Dafam artikel ini, istilah PRNS memjuk pada
Pegawai Negeri Sipil sebagai objek perbandingan
utama, sedangkan Aparatur Sipal Negara (ASN)




digunakean  ketika pembahasan mengacu  pada
kerangka hukum  dan  kebijakan  kepegawaian
[ndonesia berdasarkan UL No. 20 Tahun 2023,
Indonesia telah melakukan berbagai reformasi
kepegawaian penguatan  regolasi,
digitalisasi  seleksi, pengembangan  manajemen
talenta, dan pembarvan kerangka hukom ASMN, UL
Mo, 20 Tabhun 2023 menegaskan arah baru tala kelola
ASM  vang menekankan profesionalitas, sEtem
penguatan kincria,  dan
transformasi  lavanan  kepegawaian (Republik
Indonesia, 2023}, Namun, implementasi reformasi
tersebut masih menghadapi tantangan, terutama
konsistensi  penerapan
objektivitas penempatan dan promosi, inbegrasi data
kepegawaian, serta hubungan antara beban ketja,

maelalui

ik, TMANAJEITHEN

sisterm merit,

pada

kinerja, dan struktur kompensasi (Hantandaresia el
al., 2023).

lepang menjadi pembanding  vang relevan
karena sistem kepegawalannva menempatkan
National IM'emonnel Authorty scbagai lembaga
netral vang memiliki peran penting dalam menjaga
keadilan administrasi personel, menyelenggarakan
rekrutmen, serta memastikan kondisi kerja pegaswai
negeri sesuai perkembangan sosial dan ekonomi
(MNational Personned  Aothority, 20023b). MNatwmal
Public Service Act  juga
kewenangan bagi National Personnel Authority

memberikan  dasar
dalam wrusan rekomendasi perbaikan administrasi
prrsonel, mmuonerasi, kondisi keta dan ojian
rekrutmen pegawai nasional (Government of Japan,
H125). Dengan demikian, pengalaman yang dimiliki
lepang dapat dibaca sebagai sumber pembelajaran
institusional, bukan sebagai mode vang barus
ditiru secara mekanis.

Sejumlah  penelitian  sebelumnyva  telah
membahas  perbandingan  sistem kepegawaian

Indonesia dan  Jepang. Ahdami et al (2023),
Haniamd aresta el al, (2023}, serta Daulay & Domipak
(2024} memberikan gambaran mengenad perbedaan
sistem kepegawaian kedua negara. Penelitian lain
menyvaresti meritokrasi dalam penempatan PNS di
Indonesia Mahyudin et al. (2025), managmen
talenta ASM oleh Sudrajat et al. (2024), dan
sedangkon Seno (20200 membahas  reformasi
lepang. Meskipun relevan, sebagian studi tersebut

masih cenderung membahas aspek kepegawaian
secara parsial, misalnya rekrutmen, karer, atau
struklor reguiasi. Belurm banyak penelitian yang
eksplisil
kelembagaan, sistem merit, dan remunerasi dalam
satu  kerangka  komparatif  untuk menjelaskan
bagaimana kebiganya saling memengarohi dalam
memben luk profesionalisme birokrasi.

SECara men_gmwgrasikan dimensi

Berangk at dari kesenjangan tersebul, penelitian
imi  bertujuan menganalsis  perbandingan
manajemen pegawai negeri Indonesia dan Jepang
melalui tiga dimensi utama, yaitu kelembagaan
pengelola kepegawaian, rekrutmen berbasis merit,
dan struktur remunerasi. Kebarnan penelitian im
terietak pada penggunaan kerangka integratif vang
menempatkan keliga dimensi lersebul sebagai salah
salu  ekmBElem manajemen  aparatur.  Dengan
kerangka ini, studi tidak hanva mendeskripsikan
perbedaan administratif antarkedua negara, tetapi
juga menjelaskan  implikazi

bagi

kelembagaan  dari
perbedaan  tersebut reformasi ASN di
[ndonesia.

Secara beoretis, artikel ind berkontribusi pada
kajian  administrasi publik  komparatif demgan
menunjukkan bahwa profesionalisme birokrasi
fdak hanya ditentukan cleh prosedur sefeks: atau
besaran gaji, tetapi oleh hubungan antara otonoma
kelembagaan, konsklensi meritokrasi, dan desain
insenfif, cara  praktis, hasil penelitian  ini
dihamapkan dapat memberi masukan  bagi
penguatan sistem manajemen ASN di Indonesia,
POnyUSINAN kebijakan
seleksi berbasis

kompetensi, dan perumusan remunerasi yang lebih

berutama dalam

kelembagaan, perhaikan
respunsif terhadap tanggung jawab jabaton serta
capaian kinerja.

TINJAUAN PUSTAKA
Reformasi Manajemen Publik dan Kelembagaan
Kepegawaian

Feformasi manajemen publik  merupakan
proses perubahan vang dipengarubi oleh konteks
politik, sozial, budaya, dan kelembagaan masing-
masing negara, Harvono (2021) menegaskan babhwa
reformasi administrasi tidak dapal dilepaskan dari
karakteristik sistemy politik, konfigurasi elite, dan




struktur - administrasi  vang  melingkupinva.
Perspektif  ini penting kamna  perbandingan
Indonesia dan Jepang tidak bertujuan membangin
asumsi bahwa salo negara lebih unggul secara
mutlak, mrlainkan untuk memahami bagaimana
desain . kelembaggan memengarahi koalitas
MANAEmen aparakur,

Dalam kajian kelembagaan, organisasi publik
yvang memiliki mandat jelas, kapasitas teknokratis,
dan ruang otonomi vang memadai cenderung lebih
mampu menjaga konsistensi kebijakan dari ekanan

politik jangka pendek. Pada konteks kepegawaian,

kelembagaan  yang  kuat dapat memperkuoat
ohjektivitas rekrutmen, promosi, evaluasi kinena,
dan pengembangan karer, Sehaliknva,

kelembagaan yang terfragnmwentasi atau  terlalo
rentan lerhadap intervensi politik dapat membuat
sistem merit hanyva memjadi prosedur formal anpa

pengaruh substantif  terhadap  profesionalisme
aparatur.
Perbandingon  antara National Personnel

Augthonty di Jepang dan Badan Kepegawaian
Megara di Indonesia perlu diposisikan dalam
kerangka tersebut. [epang menunjukan pentingnya
lembaga kepegawaian vang berfungsi sebagai
prmjaga  netralitas dan keadilan administras
prrsonel  (Mational Personnel  Authority, 2025b).
Indonesia, pada sisi dagin, telah  memperbarui
kerangka hukum ASN melalui UL Na, 20 Takun
2025 tentang Aparatur Sipil Negara, tetapi masih
perlu  memastikan bahwa desain  kelembagaan
mampu menerjemahkan prinsip merit ke dalam
praktik pengadaan, promosi, mobilitas talenta, dan
evaluasi kinera secara konsisten,

Sistem Merit, Pengembangan  Karer, dan
Profesionalisme ASMN
Sisterm  merit menempatkan kompebensi,

kualifikasi, kinertja, dan integritas sebagai dasar
prngambilan keputusan kepegawaian, Monto et al.
(2025) menunjukkan bahwa pengembangan karier
ASN membutuhkan sistem yang adil, transparan,
dan berbasis Kompetensi agar pegawai  dapal
a.'rkemha:ng seen Al kapasitaa dan kontribusinya.

emuan ini segalan dengan Mahyudin et al, (205]),

yang menegaskan bahwa meritokrasi  dalam

penempatan PNS di Indonesia masih menghadapi
tantangan struktural dan implementatif,

Literatur tersebut memnperiihalkan  babowa
masalah sistermn meril tidak berhenti pada tahap
rekrutmen. Sistem merit joga hames bekera dalam
promosi,  mutasi, pengembangan  kompetensi,
evaluasi kimena, dan manapemen Balents. Ketika
promosi masih dipengarahi kedekatan personal,
semioritas administratif, atau kepentingan politik,
birokrasi kehilangan nsentif untuk mendorong
preatasi. Sebaliknya, ketika kepulusan kepegawaian
dikaitkan dengan kempetensi dan hasil  kerja,
organisasi publik memiliki peluang lebih besar
untuk membangun budaya profesional.

Dalam  konteks  komparadif, sistem Jepang
memberikan pelajaran bahwa rekorutmen komnpetitif
perlu ditopang oleh kelembagaan yvang kuat dan
evaluasi vang  konsisten.  Mamwn,
pembelajaran dari Jepang tidak dapat dilepaskan

mikan smie

dari  perbedaan konteks politik dan  budaya
birokrasi. Oleh karena itu, adaptasi bagi Indonesia
harus diarahkan pada penguatan mstromen seleks,
objekbvitas penilaian, damn konsistensi
implementasi, bukan sekadar meniru struktor
administratif negara pembanding.

Remunerasi, Kinerja, dan Motivasi Aparatur

Manajemen kinera dan remunerast merupakan
dua aspek vang saling terkait dalam reformasi

cgawaian. Pratama {2021) menckankan bahwa
prngukuran kinera sektor publik kebibh kompheks
daripada sektor privat karena sektor publik harus
menveimbangkan efisiensi, keadilan, akuntabilitas,
dan kepentingan publik. Karena itu, remunerasi
aparatur tidak cukup dikaitkan dengan masa kerja
atou pangkat, tetapi juga pedu mempertimbangkan
kompleksitas jabatan, langgung jawab, kontribusi,
dan kualitas pelayanan,

Anggraeni et al. (2021) menunjukkan bahwa
TVRATHAETTETT kinerja  berpengarub terhadap
produktivitas pegawai melalul penetapan target,
prnilaian, dan evaluasi. Temuan ini memperkuoat
argumen babhwa remunerasi berbagis kinerja hanya
aban efektf pka didukung olch indikator vang jelas,
data vang akurat, dan proses evaluasi vang kredibel.
Tanpa pengukuran kinerja vang objeklif, lunjangan




kinerja berisike menjadi tambahan  penghasilan
administratif,  bukan
produktivitas.

lepang memberikan contoh penting mengenai

instrumen peningkatan

hubungan antara remunerasi dan kondisi pasar
tepaga kerja. Mational Personnel Authority secara
rubin memvampaikan rekomendas remuneras dan
menerbitkan laporan lahunan pegawai  publik
sebagai bagian  dari mekanisme penvesuaian
kebijakan personel (Mational Personnel Awthornby,
20125b, N25a). Bagi Indonesia, pembelajaran utama
bukan hanva pada keberadaan survel gaji, tetapt
pada pentingnya mekanisme institusional vang
membuat penyvesuaian remunerasi lebih transparan,
berbasiz dota, dan dapat dipertangegungjawabkan,

Kerangka Konsepltual Penelitian

Berdasarkan  smbesis  literatur  tersebut,
penelitian ind menggunakan tiga dimensi analisis,
MPertama, dimenst kelembagaan, wvaibu  struktur,
mandal, otoritas, independensi, dan mekanisme
akuntahilitas  lembaga  pengelola kepegawaian.
Kedua, dimensi sisten merit, yaitu prinsip dan
prakik rekrutmen, seleksi, promosi, pengembarzan
karier, dan penempatan berbasis  kompetensi
Ketiga, yaitu  struktur
penggajian, tunpngan, hubungan dengan kinetja,
dan responsivitas terhadap pasar benaga kenga,

Kerangka ini menempatkan manajemen PMNS

dimensi  remunerasi,

scbhagai sistern yang saling terkait. Kelembagaan
yang independen dapat memperkuat penerapan
sistem meril; sistem merit vang konsisten dapat
meningkatkan kualitas kinerja; dan  remunerasi
yvang adil dapat memperkuat motivasi serta retensi
aparatur, Dengan demikiam, analisis komparatif
Indonesia dan Jepang dilakukan untuk menila
bagairmana ketiga dimensi tersebut bekerja dalam
konteks
implikasinya bagi reformasi ASN di Indonesia,

masing-masing  megara dan apa

METORE PENMELITIAN
Desain Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan pendekatan

kualitatif dengan desain studi komparatif. Desain
ini dipilih karena tujuan penelitian  bukan
mengukur hubungan antarvariabel secara statistik,

melainkan memahami perbedaan, persamaan, dan
implikasi kelembagann dari sistermn manapmen PNS
di  Indoresia dan Jepang. Studi komparatif
digunakan untuk mengidentifikasi pola manajemen
kepegawaian pada dua sistem administrasi vang
memiliki konteks politik, hokum, dan budaya
Birokrasi berbeda,

Pemilihan Indonesia dan Jepang didasarkan
pada pertimbangan teoretis dan prakiis. Indonesia
dipilih karena sedang menjalankan reformasi ASN
melalui pembaruan kerangka hukum, digitalisasi
lavamamn I:Epegawaia.n, dan penglatan aisberm meril
Jepang karena memiliki lembaga  kepegawaian
nasiimal yanyg berfungsi sebagal badan netral dan
independen dalam administrasi personel publik,
serta memiliki  mekanisme  rekmibnen  dan
remunerasi yang lebih terkonsolidasi (Mational
Personmel Authority, 2023a).

Sumber Data dan Kriteria Pemilihan Dokumen
Data penelition berasal dari sumber sekunder
yang mencakup regulasi,  dokumen  resmi
pemerintah, laperan lembaga kepegawaian, buku,
dan artikel ilmiah. Dokomen dipilih menggunakan
kriteria inklusi: (1) membahas manajemen PMS,
ASN, afau ool seroiee momageneend; (2] relevan
dengan kelembagaan kepegawaian, sistemy meril,
atan remunerasi; (3 diterbitkan oleh lembaga resmi
publikasi  akademik; dan (4]
keterkaitan langsung dengan Indonesia, Jepang,
atay  administrasi publik komparatif, Dokumen
dikeluarkan dari analisis apabila hanya membahas
manajemen sumber dayva manuwsia sekfor privat,
tidak memiliki hubungan  dengan  administras:
publik, atau tidak memberikan informasi yang

atan memiliki

dapat dibandingkan antarnegara,

Unit analisis penelitian ini adalah  sistern
manajemen M5 pada tingkal nasional. Fokus
analisis dibatasi pada tiga dimenai kelembagaan
pengelola kepegawaian, rekrutmen berbasis merit,
dan struktur remunerasi. Pembatasan ini dilakukan
agar analisis tetap fokus dan dapat menjawab tujuan

penelitian secara sistenatis.




Tabel 1. Sumber Data dan Funﬁli Analisis

EL:':'II:EE Indienesia Jepang Funpgsi dalam Snalisis
HL!guJ.UHi LU Wi, 20 Talus 3023 tembang AN Mabcase] FPulalie Service At dan Hh'l‘lil:'ld.hlun disar ludum, maomdat,
dan aturam ferkait manafemen ASN aturan terkait pegawai publik dan struktur kelembagaan
o asianil
Dokumen Dhakumen BER, kebgakan neforomasi Dok umen Mations] Persannel Minevaliclasi praktik kelembagaan,
TEEm birakras, dan laporan pemerintah Authority dan laparan tahunan rekrutiren, dan memunierasi
pemrwai publik
Lakern tur Aurtike] berdumg ASMN, sisberm meedl, Arbkel dan buku 1L':||I:n11|5-..'|'1l P bierikan lt':l'd:lll_.'lh.ﬂ h:-ns-epiu.tl
akademik  managemen kinetja, dan memuneras v Jepang dan interpretasi teoeckis
?Eklﬂ]: Amalisis Drata Analisis  menunjukkan bahwa perbedaan

Analisis data dilakukan melalui empat tahap.
Pertama, reduksi data dilakukan dengan memilah
dokumen
kelembagaan, sistern merit, dan remunerasi. Kedua,
daka diklasifikazikan berdasarkan vt dan indikator
analisis, seperti status kelembagaan, kewenangan,
prosedur rekrutmen, mstrumen seleksi, strukiar

relevan dengan dimensi

yang

gaji, dan hubungan remunerasi dengon kinega.
Ketign, analisis  komparatif  dilakukan  dengan
membandingkan  karakleristik
Jepang pada setiap dimensi untuk menemukan
persamaan, perbedaan, kelebihan, dan keterbatasan
masing-masing  sistem.  Keempat,  penarikan
kesimpulan  dilakukan  melalm  mterpretas:
berdasarkan teori kelembagaan, sistern merit, dan

Indomesia dan

rifoppas administrasi publik,

g:idins data  dijaga trimngulasi
sumber, vaitu membandingkan informasi dari
regulasi, dokumen resmi; dan literatur akademik,
Selain itu, analisis tidak hanya bergantung pada
sumber  sekunder  akademik,  tefapi juga
mengeunakan  dokomen resma agar desknpsi
tentang strukiur kelembagaan dan kewenangan
tidak lepas dari dasar hukum vang berlaku.
Keterbatasan  penelitian ini  terfetak pada tidak
digunakanmva data primer, seperli wawancara
dengan pejabat kepegawaian atau survel kepada
ASN. Oleh karena itu, temuan penelitian perlu
dibaca sebagai  analisis  konseplual-komparatif
berbasis dokumen,

mefalui

HASIL DAMN PEMEBAHAS AN
Karakteristik Eclembagaan Pengelola
Kepegawaian

mendasar antara Jepang dan Indonesia terletak pada
timgkat kelembagaan pengelola
kepegawaian. Di  Jepang, WNalional Personnel
Authority berfungsi sebagai badan netral dan
independen  vang  bertugas menjaga  keadilan

RO

administrasi personel serta kondisi kega pegawai
publik nasional (Mational Personnel  Authoriby,
2025b).  Kewenangan lembaga  ini  mencakup
rekomendasi  perbaikan
remunerasi, kondisi kega, dan rekrutmen pegawai
nasional sebagaimana diatur dalam Government of
[apan (2025],

Posisi tersebut membuat Mational Personnel
Authortty memiliki kapasitas teknokratis untuk
secara  lebih
kelembagaan

administrasi  personel,

mengelola
kornsisten.

aspek  kepegawaian
Independensi

memungkinkan proses rekrutmen, pengembangan
persanel, dan rekomendasi remunerasi dijalankan
dengan basis aturan serta pertimban gan profesional,
Dalam perspeklif teori kelembagaan, kondisi ini
menunjukkan bahwa otonomi organisasi dapat
mermperkectl risiko mtervensi politik jangka pendek
don memperkuat kredibilitas kebidjakan persons
Ppublik.

Badamn
Megarn sebagai lembaga vang berperan penting
dalam  managemen ASMN, Pembaruan kerangka
hekum melalui UL Mo, 20 Tabum 20023 memperkoat
arah transformasi ASN dan menegaskan pentingmya
sistom merit, manapemen kinerja, serta digitalisasi
tan tangam
Indomesia terletak pada kKeonsistensi implementasi

Indonesia  memilike Kepegawai.u I

manapemen ASMN,  MNamun, ukama

lintas  instansi  dan  hubungan kewemngan

antarlembaga, Dalam praktik, pengelolaan ASN
tidak hanyva ditentukan oleh BEN, letapi juga




melibatkan  kementerian, lembaga,  pemerintabh
dacrab, dan aktor politik-administratif lin, Kondisi
ind memnbuat penguatan sistem merit membutuhkan
koordinasi kelembagaan yang lebih kuat,

Temuan i memperlihatkan bahwa reformasi
kelembagaan  tidak  dapal  dibatasi  pada
pembentukan lembaga formal Beformas
memerlukan kejelasan mandal, perlindungan dari
kapasilas
kewenangan teknokratis untuk menjaga objektivitas
keputusan  kepegawaian. Dengan  dernikian,

inlervens:  Non-merit, data, dan

pembelajaran dari Jepang bagi Indonesia adalah
perlunya memperkuat peran lembaga kepegawaian
sebagai penjaga standar profesional, bukan hanya
sebagai pelaksana administrasi kopegawaian.

Sistem Rekrutmen Berbasis Merit

Sisterm rekmetmen merupakan pintu masuk
uptuk membangun birokrasi profesional. fepang
menggunakan mekanisme rekrutmen kompetitif
vang menckankan ujian terbuka dan penilaian
kemampuan calon pegawai, Natiomal Persommael
Authorty berperan dalam menjaga faimess proses
rekrutmen, sehingga akses ke jabatan publik lebih
ditentukan cleh kapasitas dan hasil seleksi daripada
hubungan persomal atau  patronase (Mational
Pereonmiel Authority, 2024; Mishimuora, 2024).

Indonesia telah owengalami kemauan dalam
digitalizasi seleksi ASN dan pengounaan insbrumen
yang lebih transparan. Mamun, Haniandaresta et al.
(2023 dan Mahyvudin et al. (2025) menunjukkan
bahwa penerapan sistemy meril masih menghadapi
tantangan, terulama pada lahap penempatan,
promosi, dan pengembangan kader. Seleksi vang
transparan  pada fahap awal belum  menjamin
bahwa seluruh  siklus  karier  ASN dikeiola
berdasarkan kompetensi dan kinerja.

Perbedaon ind menunjukkan babwa meritokrasi
harus dipahami sebagai sistemn yang berkelanjutan.
Rekrutmen berbasis merit hanya menjadi tahap
awal. Agar menghasilkan birokrasi profesional,
prinsip dilamjutkan  dalam
pengembangan  kompetensi,  promosi  jabatan,
penilaan kinerja, robasi, dan manajemen alenta,
Dalam konteks Indonesia, pembaruan ULl ASM
diterjernahkan ke

merit harus

periu dalam INsLrumsemn

operasional  vang menghubungkan
ket tuban jabatan, peta mlenta, rekam jook kinera,
dan kepubusan karier.

Pembelajaran dari Jepang mengarah pada

NI pL

pentingnyva  konsistensi standar. Sistem mwerit
membutuhkan lembaga vang memiliki kapasitas
menetapkan skandar  seleks, MEAEAWNSE

pelaksanaannya, dan mengoreksi penyvimpangan.
Olel karena itu, reformasi rekrutmen di Indonesia
perlu  diperluas  dar  transparansi prosedural
menuju  pengukuran  kompetensi  ril, polensi
kepemimpinan, dan kesesuaian jabatan secara lebih

mendalam,

Struktur Kemunerasi dan Sistem Penggajian

Remunerasi berperan penting dalam menjaga
motivasi, keadilan, dan kemampuan sektor publik
untuk menarik sumber daya manuosia berkualitas.
Sistemy remunerasi Jepang menunjukkan adanya
hubungan vang lebibh kuat antara kondisi kera
pegawai publik dan perkembangan sosial-ekonomi,
Authority
rekomendasi remunerasi serta laporan tahunan
yvang menjadi bagian dari mekanisme penyesuaian
kebijakan pegawai  publik  nasional  {Mational
Personnel Authority, 2024, 2025a).

[ Indomesia, struktur remunerasi ASN masih
menghadap persoalan  keadilan - mitcrmal  dan
eksternal. Gaji dan tunjangan sering kali belum

Mational  Personmed mererhithkan

sepenubhnya mencerminkan kompleksitas jabatan,
beban kerja, risiko pekerjaan, dan capaian kinerja
individuwal. Pemberian tanjangan kinerja juga belum
selaluy didukung okeh sistem pengukuran kinerja
yvang ohjektif dan seragam antarlembaga. Kondisi
ini dapat menimbulkan kesenjangan antarsatuan
kerja dan mengurangi insentif bag  pegawan
berkinerja tinggi (Daulay & Dompak, 2024; Pratama,
2021}

Masalah remunerasi tidak dapat dilepaskan
dari manajermen Kinerja. Apabila indikator kinerja
idak dirumuskan dengan jelas, pemberian insentif
berisiko menjadi formalitas
sebaliknya, jika evaluasi kinerja berbasis data dan
relevan dengan tugas jabatan, remunerasi dapat
menjadi  nstrumen  peningkatan  produktivitas,
talemta, OMeh karema i,

administratif.

mlivasi, dan rebensi




reformasi remunerasi perlu diintegrasikan dengan
amalisis jabatan, cvaluasi beban kerja, managmen
talenta, dan sistem mformasi ASK.

Jepang  menekankan
prntingnva berbasis  data  dan
konsultasi. Indonesia dapat mengembangkan survei
remunerast sekbor publik dam swaska secara berkala,
letapi hasil survei tersebul perlu dipadukan dengan

FPembelajaran  dari
mekanismae

kapasitas fiskal, priorilas pelavanan publik, dan
prinsip keadilan sosial, Dengan demikian, reformas
remunerasi Lidak han}ra mengejar da}'a '.-'.ajng E;.ajj.
etapi juga membangun sistem penghargaan yang
adil, tramsparan, dan terkait dengan kontribusi
pegawai.

Tabel . Sintesis Kom paratif Manajemen PRS Indonesia dan Jepang

- I.mpll-k:n bagi Reformasi 3

DHmvensi Indonesia Jepang B Tid it
kelembagaan  BRM berperan sebagai lembaga Matbonal Persormel Authority Penguatan oloritas
pengelela kepegmwaian bertungsi sebagai badan netral teknokrats dan koordinasi
nasional, ke tapl inplementasi dan irdependen dalam kelembagaan diperlukan
kebijakan ASN masih admindstrasi personel publik untuk menjaga objektivitas
medibatkan baryak aktor dan nasional keebijakan kepegawaian,
memerlukan keordinasi kual
Siseemmerit  Seleksi ASM semakin fransparan Rekrutmen pegawal publik Eeformasi perlu bergerak
dan mielalui digitalisasi, tetapi lebih kompetitif dan dari transparanzi
re krustmen penerapan metit masih berorientas pada wian setta acd mirvistrakif menuju
menghadapi tantangan pada standar kemampuoan yang pengukuran kompetensi riil
penempatan, promast, dan dikelola secara terpusat, dan pergelolaan karier
pengembangan karier. berbazis kinerja.
Eemunerasi Struktur remunerazi belum Pemyesuaian remunerasi Indomesia periu
mencerminkan beban jabatan, didukung rekomendasi mengembangkan survei
komplekeitas tugas, dan kimerga kebembagaan dan perhatian TemnunieTast, ovaluasi jabatan,
imcdividual secara konsisten. pada kondisi sosial-ekonomi din sisber insenhl becbasis
zerha pasar tenaga kerja, kinerja vang lebih objektif.
Implikasi Teoretis dan Prakiis konteks Indomesia, pembarvan regulasi merupakan

Tabel 2 menunjukkan  bahwa

Indonesia dan Jepang tidak berdiri sendic pada

perbedaan

mas:ing-masing dimwersi. Independensi

kemampuan negara
mrnjaga konsistensi sistem merit, sstem me it
menentukan kupalilas pegawai yang masuk dan
herkembang dalam birokrasi sementara remuncrasi
memengarihi  motivasi  dan PeEgawai.
Dengan demikian, reformasi manajemen ASMN petlu

kelembagaan memengaruhi

relens

dirancang  sebagai reformasi  ekosistem, bukan
sebagai perubahan parsial pada salah satu aspek
kepegawaian.

Secara  teoretis, temuan ini  memperkuat
argumen kelembagaan bahwa kualitas birokrasi
dipengaruhi oleh  desain  organisasi,  distribusi
kewenangzan, dan kapasitas lembaga dalam menjaga

aturan dari imtervensi non-profesional. Dalam

langkah penting, tetapi keberhasilan reformasi
pada kemampuan lembaga
kepegawaian menefemahkan regulasi ke dalam
standar seleksi, promosi, penilaian kinerja, dan
remuperasi vang konsisten,

Secara priaktis, pengalaman Jepang
memberikan  tiga pembelajaran bag Indonesia.

bergantung

Pertama, lembaga  kepegawaian  perlu memiliki
oloritas  teknokratis vang kuat untuk menjaga
objektivitas manajemen ASN. Keduoa, seleksi dan
pengembangan karier harus berbasis kompetens:
serta didukung data kinerja yang dapat diverifikasi,
Eetiga, remunerasi perlu dirancang berdasarkan
evaluasi jabatan, hasil kerja, dan data pasar tenaga
kerja, dengan tetap mempertimbangkan kapasitas
Fizkal serta prinsip keadilan anfarlembaga,




Mamun, adaptasi praktik  Jepang hans
memperhatikan  konteks  Indonesia,  Strukiur
pemerintahan, desentralisasi,  jumdlal ASM,

keragaman daerah, dan dinamika politik membuat
reformasi tidak dapat dilakukan hanya melalo:
transplantasi model. Reformasi ASN  Indonesia
perle  dikembangbkan  secara bertahap  melalu
perbaikan regulasi lumunan, penguatan dala dan
sistem informasi, pembinaan instansi pemerintah,
seria pengawasan terhadap praktik nen-ment,

FENUTU
Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan
manajemen P'MS Indonesia dan Jepang tidak hanya
terletak pada prosedur rekrutmen atau struktur gaji,
fetapi pada keterhubungan antara kelembagaan,
sistem ment, dan remuneras, Jepang memiliki
sistem yang lebih lerkonsolidasi karena Mational
Persormel  Awuthority  berperan sebagai  lembaga
netral dan independem dalam menjaga ffrmess
administrasi personel, rekrubmen, dan kondisi kerja
pegawai publik. Indonesia telah memperkuat dasar
hukum reformast ASMN melalui UU Mo, 20 Tahun
2023, tetapd masih perfu memperkoat implementasi
sistern merit,  koordinasi kelembagaan,  dan
keterkailan antara kinerja serla remunerasi.

Kontribusi teoretis penelitian it terbetak pada
prngembangan kerangka  komparatif | vang
mengintegrasikan  kelembagaan, meritokrasi, dan
remunerasi sebagai satu ekosistern manajemen
aparatur. Kerangka ini menunjukkan  bahwa
profesionalisme birokrasi lidak dapat dibangun
hamya  medalui seleksi terbuka  atau kemaikan
tunjangan, tetapi membunhkan  lembaga vang
kredibel, standar merit yang konsisten, dan sistem
prnghargaan  yang Kontribusi  prakiis
penelitian ind  adalah penvediaan  pembelajaran

adil,

kebijakan haﬂi reformasi ASN Indonesia melalui

prmguatan  otoritas teknokratis
kepegawalan,
kompetensi,

berhasis data.

Penelitian

lembagn
penvempurnaan  seleksi  berbasis
dan  pengembangan  remunerasi
ini memiliki keterbatasan karena
muenggunakan data sekunder dan analisis dokumen.,
Oleh karena  ilw, peneliian  lanjutan perlu
menggunakan

wWawancara denﬁan pen_gelnla

kepegawaian, analisis data kinerfa ASN, atau studi

kasus pada instansi
bagaimana prinsip kelembagaan, merd system, dan

remunerasi diterapkan dalam prakiik Penelitian

terbentu  untuk  menguji

lanjutan juga dapat memperiuas perbandingan ke
negara lain yang memiliki model  administrasi
berbeda, seperti Korea Selatan, Singapura, atau
negara-niegara Eropa,

Saran

Bam  pemermtah Indoness,  reformas:
manajemen ASN perfu dilakukan secara bertahap,
Dalam jangka pemdek, pemerinlah perlu menyusun
regulasi tumunan UL Mo, 200 Tahun 2023 yang
memperjelas standar sistem mwerit,  pengawasan
keputusan kepegawaian, dan integrasi data ASM.
Pemerintah juga perfu melakukan audit terhadap
korsistensl penerapan sistemn merit pada rekrotmen,
promos, mubass, dan manapemen falenta,

Dalam jangka menengah, Badan Kepegawaian
Megara perlu diperkuat sebagai institusi teknokeratis
yang menyusun - stamdar
manajemen ASN, mengintegrasikan data talenta,
dan memastikan bahwa imstrumen seleksl serta
evaluasi kinerja digu sevara konsisten lintas
instansi. Penguatan ini diseTtai peningkatan
kapasitas sumber daya m?m ,  mirastrukihar
digital, dan mekanisme  koordinasi  dengan
kementerian, lembaga, setta pemerintah daerah.

Dalam = jangka panjang,
mengembangkan  sistem remunerasi vang lebih

MamE nasional

Indonesia  perlu

responsif Ierhadap kompleksitas jabatan, beban
kerja, risiko, dan Kineria  individual.  Surved
remunerasi sektor publik dan  swasta dapat
digunakan sebagai dasar kebijakan, tetapi harus
disesuaikan dengan kapasitas bskal dan prinsip
keadilan antarlembaga. Pelaksamaan reformasi ind
perlu menganktisipasi resislensi hirokrasi,
keterbatasan  anggaran, dan  potensi  intervensi
politik agar transformasi ASN tidak berhenti pada
perubahan regulasi, tetapi menghasilkan perbaikan
nvata  dalam  profesionalisme  dan  kualitas

pelavanan publik,
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